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ABSTRAK 
 Muhammad Zafrullah (B11113029), dengan judul Penerapan 
Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Takalar  (Dibimbing oleh Abdul Razak selaku pembimbing I 
dan Zulkifli Aspan selaku pembimbing II) 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan 
sanksi administratif bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten 
Takalar. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang 
menghambat dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang 
terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar. 
 Penelitian ini dilakukakan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Takalar. Tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan 
menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik 
itu data primer ataupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis data. 
Kemudian data dianilisis dengan menggunakan metode kualitatif yang 
hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi administratif 
bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar sudah berjalan 
dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi 
administratif bagi wajib yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan 
di Kabupaten Takalar adalah faktor ekonomi, faktor sosialisasi, dan faktor 
kegagalan panen. 
 
(kata kunci : sanksi administratif, wajib pajak, pajak bumi dan 
bangunan) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), yang berarti 
Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai 
konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertingi tidak 
terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Namun 
setiap negara modern masa kini banyak sekali campur tangan penguasa 
negara kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari.  
 Semua macam campur tangan penguasa negara tersebut diberi 
bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak bersimpang-siur dan tidak 
menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersankutan, dan 
bilamana timbul konflik, penyelesaiannya lebih muda.1 Jadi antara penguasa 
dan masyarakat haruslah berlandaskan pada hukum. 
Sebagaimana diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan 
keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk 
kaidah hukum tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. 
Demikan pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara 
sebagai hukum positif yang mengandung pula tujuan berupa keadilan, 
kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Keempat tujuan 
hukum pajak tidak hanya sekedar tertulis atau sebagai kaidah hukum tertulis 
                                                             
1 Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25 
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dalam undang-undang pajak, harus kelihatan dalam penerapannya sehingga 
hukum pajak merupakan hukum fungsional yang mengabdi kepada Negara 
sebagai Negara hukum dengan menempatkan tujuan keadilan, kemanfaatan, 
kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak maupun pejabat 
pajak.2 
Kepastian hukum sebagai tujuan hukum pajak dapat diterapkan dalam 
hal penagihan pajak maupun dalam penyelesaian sengketa pajak. 
Berhubungan karena penagihan pajak tidak boleh dilakukan oleh siapapun 
kecuali yang telah ditentukan, termasuk pula bentuk dan jangka waktu yang 
harus dipenuhi agar tergolong sebagai penagihan pajak yang sah. Demikian 
pula dalam penyelesaian sengketa pajak terdapat lembaga peradilan pajak 
yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Sementara 
itu, perlindungan hukum wajib tercermin kepada wajib pajak maupun pejabat 
pajak ketika hukum pajak dilaksanakan dan ditegakkan.3 
Pajak adalah sumber terpenting dari segi penerimaan Negara. Hal ini 
dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber-
sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar 
dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ketahun makin meningkat. Untuk 
meningkatkan penerimaan nagara dari sektor pajak ialah perlunya perluasan 
                                                             
2 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Pembaruan Hukum Pajak (edisi terbaru), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 16 
3 Ibid., hlm.17 
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wajib pajak, penyempurnaan tarif pajak dan penyempurnaan administrasi 
pemungutan pajak.4 
Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum memiliki ruang lingkup 
berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Hukum pajak nasional 
adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh suatu Negara dan berlaku dalam 
wilayah negara yang menetapkannya. Dalam hukum pajak nasional terdapat 
hukum pajak daerah yang ditetapkan oleh suatu daerah tertentu dalam 
wilayah negara dan berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan.  
Pajak pusat yang diserahkan kepada daerah adalah pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan. Penyerahan kedua jenis pajak tersebut didasarkan pada Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota 
untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah pajak hotel, pajak 
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 
mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang 
burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan.5 Penggolongan pajak daerah 
bersifat final, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 
yang menganut prinsip tertutup artinya daerah dilarang memungut pajak 
                                                             
4 H. Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak (edisi revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12 
5  Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., hlm. 26-27 
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selain jenis pajak daerah tersebut diatas. Ketika daerah mengupayakan pajak 
daerah yang tidak dikenal dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (PDRD) dalam bentuk peraturan daerah, berarti itu perbuatan hukum 
yang tidak sah. konsekuensi hukum yang timbul adalah peraturan daerah 
tentang pajak daerah itu batal demi hukum, berarti dari semula perbuatan itu 
tidak pernah ada. 
Pada tahun 2015 Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
(SPPT) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar 
adalah 165.694 (seratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh 
empat) tetapi SPPT yang dilunasi pada tahun yang sama hanya 117310 
(seratus tujuh belas ribu seratus sepuluh) dan  jumlah SPPT yang 
menunggak adalah 48.384 (empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan 
puluh empat). Tahun 2016 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 
diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar adalah 
166.933 (seratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga) tetapi 
SPPT yang dilunasi pada tahun yang sama hanya 107.596 (seratus tujuh ribu 
lima ratus sembilan puluh enam) dan jumlah SPPT yang menunggak adalah 
59.337 (lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh). 
Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 
masih banyak wajib pajak yang tidak melunasi objek pajaknya tepat pada 
waktunya. Merujuk ketentuan yang tertuang pada Pasal 11 ayat (4) dan 
Pasal 12 UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, 
Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor: 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam PMK itu disebutkan, Direktur Jenderal 
Pajak (DJP) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dalam hal terdapat PBB terutang dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2) “STP PBB memuat PBB atau 
yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 
2% (dua persen) per bulan dari PBB yang tidak atau kurang dibayar,” 
Denda administrasi sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, dihitung dari 
saat jatuh tempo sampai tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dari bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan. 
 Meskipun secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan 
hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat 
memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya masih banyak wajib 
pajak yang tidak atua terlambat membayar pajak bumi dan bangunan tepat 
pada waktunya. Salah satu faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah 
dalam mengupayakan pembayaran pajak adalah belum optimalnya 
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sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya 
membayar Pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak 
melalaikan kewajibannya.  
 Pajak Bumi dan Bangunan harus mendapatkan perhatian dari 
Pemerintah Daerah mengingat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan 
salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada 
pembangunan, hkususnya di daerah Kabupaten Takalar. Hal inilah yang 
melatar belakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul “PENERAPAN 
SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI 
KABUPATEN TAKALAR”.  
B. Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam penulisan 
skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak bumi dan 
bangunan di kabupaten Takalar? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan sanksi 
admistratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan 
bangunan di Kabupaten Takalar ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif bagi 
wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten Takalar. 
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam 
penerapan sanksi admistratif bagi wajib pajak yang terlambat 
membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar ? 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut  
1. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang perpajakan, 
khususnya tentang pajak bumi dan bangunan. 
2. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
umumnya dan mahasiswa yang mengambil program hukum 
administrasi Negara pada khususnya. 
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 
4. Diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan 
pemikiran dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan sanksi 
administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi 
dan bangunan khususnya di daerah kabupaten/kota. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pajak 
1. Pengertian Pajak 
Cort Van Der Linden memberikan defenisi sebagai berikut:6 
“Pajak adalah kewajiban penduduk  negara untuk dapat 
menetap serta berusaha dalam Negara itu dan memperoleh 
perlindungan. Jadi penduduk Negara berhak untuk berusaha 
dan berhak untuk memperoleh perlindungan (hukum dan social 
ekonomi). Untuk itu penduduk Negara berkewajiban membayar 
pajak kepada Negara”. 
 
Soeparman Soemahamidjaya memberikan defenisi sebagai berikut:7 
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum 
guna menutup biayaproduksi barang-barang dan jasa-jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 
 
Prof.Dr. Rachmat Soemitro memberikan defenisi sebagai berikut:8 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan 
undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat 
ditunjuk dan digunakan untuk mem biayai pembangunan”. 
 
 
M.J.H Smeets memberikan defenisi sebagai berikut :9 
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan 
terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontroprestasi dan 
                                                             
6 H. Bohari, Op.cit., hlm. 21-22 
7 Ibid., hlm. 24 
8 Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., hlm. 21 
9 Erly Suandy, 2002, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 9 
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semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-
pengeluaran umum.” 
  
 Dengan melihat defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana 
tersebut, maka “unsur-unsur” yang terdapat dalam defenisi tersebut 
adalah:10 
1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan 
sebagian kekayaan (pendapatan) kepada Negara. Dapat dikatakan 
bahwa pemerintah menarik sebagai daya beli rakyat untuk Negara. 
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat 
wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka 
dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat 
ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan 
sita. 
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. 
Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-
undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai 
perampasan hak. 
4. Tidak ada jasa timbale (tegen prestasi) yang dapat ditunjuk, artinya 
bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari Negara tidak 
ada hubungan langsung. Prestasi dari Negara seperti: hak untuk 
                                                             
10 H. bohari, Op.cit., hlm. 25-26 
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mendapat perlindungan dari alat-alat Negara, hak penggunaan 
jalan umum hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. 
Prestasi tersebut tidak ditunjukan secara langsung kepada individu 
pembayar pajak, tetapi ditunjukan secara kolektif atau kepada 
anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin 
yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari 
Negara. Bahkan orang miskin mungkin lebih banyak menggunakan 
prestasi dari Negara disbanding dengan orang kaya seperti dalam 
hal penggunaan saranakesehatan. 
5. Uang yang dikumpulkan tadi oleh Negara digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat seperti 
pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri 
termasuk ABRI, dan sebagainya. 
 Dalam negara modern pemungutan pajak haruslah berdampak 
terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Negara memungut 
pajak membawa konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha 
meninggikan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki fungsi utama 
yaitu sebagai berikut : 
1. Fungsi Anggaran adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu 
fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai 
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dengan undang-undang yang berlaku.11 Pajak merupakan sumber 
pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas 
negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan 
nasional. 
2. Fungsi Mengatur adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan 
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara 
dalam lapangan ekonomi dan social. Dengan fungsi ini pemerintah 
menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan 
masyarakat agar sejalan kengan keinginan pemerintah.12 
3. Fungsi Pemerataan adalah fungsi yang lebih menekankan pada 
unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat kita 
lihat pembayaran pajak lebih besar dilakukan oleh wajib pajak yang 
penghasilannya besar dari pada wajib pajak yang penghasilannya 
kecil. 
2. Teori Pemungutan Pajak  
Di dalam literature Ilmu Keuangan Negara, kita temukan Ttori-teori 
yang memberikan dasar pembenaran atau landasan filosofis dari pada 
wewenang negara untuk memungut pajak dengan cara yang dapat di 
paksakan. Teori-teori tersebut adalah:13 
                                                             
11 Richard Burton dan Wirawan Ilyas, 2001, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 8 
12 Sri Pudyatmoko, 2006, Hukum Pajak, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm 19 
13 H. bohari, Op.cit., hlm. 36-38 
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- Teori asuransi: menurut teori ini negara dalam melaksanakan 
tugasnya/fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap 
jiwa dan harta perseorangan. Oleh sebab itu negara negara 
bekerja atau bertindak sebagai perusahaan asuransi 
- Teori kepentingan: menurut teori ini pajak itu mempunyai hubungan 
dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. 
Makin banyak mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan 
pemerintah, makin besar juga pajaknya. 
- Teori kewajiban pajak mutlak (teori pengorbanan): teori ini 
berpangkal tolak dari ajaran organic kenegaraan dan berpendirian 
bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas 
berusaha dalam negara. Oleh karena itu negara mempunyai hak 
mutlak untuk memungut pajak. 
- Teori gaya beli: teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan 
pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan 
dengan POMPA, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga 
dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian 
menyalurkan kembali kemasyarakat dengan tujuan untuk 
memelihara hidup masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan. 
- Teori gaya pikul: teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak 
harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak . 
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tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul siwajib 
pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan 
kekayaan , juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. 
 Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak 
setelah dikurangi biaya hidup minimum.14 Bilamana pemerintah 
kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, 
maka warga negara/rakyat akan berkurang juga kesadarannya 
untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk 
pembayaran pajak 
3. Asas-asas Pemungutan Pajak  
 Asas asas pemungutan pajak dapat kita jadikan sebagai alas, 
sebagai dasar dan sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu 
permasalahan pajak. Pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas-
asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu 
pemungutan pajak. 
Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak 
uraiannya sebagai berikut:15 
- Asas persamaan. Asas ini menekankan bahwa pada warga negara 
atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan 
sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan 
                                                             
14 R. Santoso Brotodihardjo, 1995, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, hlm. 79 
15 H. bohari, Op.cit., hlm. 41-42 
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mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan 
yang mereka terima dibawah perlindungan negara 
- Asas kepastian: asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak 
harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran 
pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan 
terutama mengenai subjek dan objek pajak. 
- Asas menyenangkan: asas ini menekankan bahwa pajak 
seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling 
menyenangkan bagi wajib pajak. Pemungutan pajak bumi dan 
bangunan terhadap para petani sebaiknya dipungut pada saat 
mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen. 
- Asas efesiensi: asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan 
pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. 
Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran 
belanja negara. 
4. Kedudukan Hukum Pajak 
 Pada umumnya hukum pajak dianggap sebagai satu bagian 
dari hukum publik dalam rumpun hukum administrasi negara. Tetapi 
ada juga yang menghendaki supaya hukum pajak diberi tempat sendiri 
disamping hukum administrasi negara.16 Banyak pakar hukum pajak 
                                                             
16 SF Marbun dan Mahfud MD, 2009, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara ( Cetakan kelima), Liberti Yogyakarta, hlm. 130 
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berpendapat bahwa hukum pajak tidak sama dengan hukum 
administrasi negara. 
 Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur 
tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah 
dengan warga negara.17 Sedangkan hukum pajak hanya mengatur 
tentang wajib pajak den pejabat pajak. Jadi jika dikaji dari segi subjek 
hukum maka, hukum pajak berbeda dengan hukum administrasi 
negara. Hukum pajak yang juga sering disebut sebagai hukum fiscal 
adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang 
pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 
menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui khas 
negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang 
mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-
orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak 
(wajib pajak). 
 
B. Jenis-jenis Pajak 
1. Pajak Pusat 
 Pajak pusat adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah pusat 
serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi 
                                                             
17 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-34 
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mengelola pajak-pajak pusat.18 Pajak yang tergolong sebagai pajak 
pusat adalah sebagai berikut; 
- Pajak penghasilan 
- Pajak pertambahan nilai barang dan jasa 
- Pajak penjualan atas barang mewah 
- Bea materai 
- Bea masuk 
- Cukai 
2. Pajak Daerah 
 Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah 
daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi 
mengelola pajak-pajak daerah.19 Pajak daerah terbagi atas dua yaitu 
pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. 
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk 
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak 
daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah 
yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah20 
                                                             
18 Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., hlm. 25 
19 Ibid., 26 
20 Andriani Sutedi, 2008, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia. Bogor, hlm. 97 
17 
 
 Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 
ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan 
pemungutan pajak untuk  Daerah provinsi ada 5 (lima) yaitu:: 
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
- Pajak Air Permukaan 
- Pajak Rokok 
 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) 
tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan 
pemungutan pajak untuk daerah Kabupaten/kota ada 11 (sebelas) 
yaitu: 
- Pajak hotel 
- Restoran 
- Pajak hiburan 
- Pajak reklame 
- Pajak penerangan jalan 
- Pajak mineral bukan logam dan batuan 
- Pajak parkir 
- Pajak air tanah  
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- Pajak sarang burung wallet  
- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
 
C. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 
 Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dikenakan 
kepada wajib pajak yang didasarkan pada asas kenikmatan dan manfaat 
atas objek pajak berupa tanah dan atau bangunan. Pengenaan PBB-P2 
didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 
tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor 
pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam 
Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. 
 Landasan Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai 
berikut: 
- Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting 
bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu 
perlu peningkatan peran serta masyarakat, 
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- Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau 
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang 
mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, 
oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan 
sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada 
negara melalui pajak. 
 Sesuai ketentuan umum dalam BAB 1 UU No 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang memberikan penjelasan 
tentang istilah-istilah atau defenisi-defenisi seperti pengerian : 
- Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan 
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pada laman dan/atau laut. 
1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pajak 
Daerah Pasal 73 ayat (1) Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan adalah bumi/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan. Bumi dan bangunan dapat berdiri sendiri maupun 
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secara bersama-sama sebagai objek yang dapat dikenakan pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Bumi sebagai objek pajak adalah 
permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut 
wilayah kabupaten/kota. Sementara itu, termasuk dalam pengertian 
bangunan adalah:21 
- Jalan lingkunagan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan 
seperti hotel, pabrik, emplesemennya, yang merupakan satu 
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut 
- Jalan tol 
- Kolam renang 
- Pagar mewah 
- Tempat olahraga 
- Galangan kapal, dermaga 
- Taman mewah 
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 
- Menara. 
 Bangunan sebagai objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan dapat dikategorikan kedalam bentuk; 
- Bangunan tidak bertingkat (susun) yang terbuat dari beton dan batu 
                                                             
21 Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., hlm 82-83 
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- Bangunan bertingkat (bersusun) yang terbuat dari beton dan batu 
- Bangunan semi permanen 
- Bangunan terbuat dari kayu dan bambu 
 Tidak semua bumi dan/atau bangunan merupakan objek pajak yang 
boleh dikenakan pajak bumi dan banguna perdesaan dan perkotaan 
karena ada pengecualian sehingga tidak dikenakan pajak. Ketentuan itu 
terdapat pada pasal 77 ayat (3) UU PDRD bahwa objek pajak yang tidak 
dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah 
objek pajak yang: 
- Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan 
- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum 
dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan 
- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu 
- Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam hutan wisata, taman 
nasional, tanah pengembalan yang dikuasai oleh desa, dari tanah 
Negara yang belum dibebani suatu hak 
- Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan kosulat berdasarkan 
asas perlakuan timbale balik 
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- Digunakan oleh badan dan perwakilan lembaga internasional yang 
ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. 
2.  Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan 
 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Pajak Daerah Pasal 74 ayat (1) mengemukakan bahwa 
Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah 
orang pribadi atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu 
hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
 Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan 
tetapi, bila ditelusuri kaidah hukum pajak dalam UUKUP tenyata 
kejahatan berasal dari wajib pajak, hanya terkait dengan pemenuhan 
kewajiban perpajakan. Dalam arti tidak ada kejahatan bila wajib pajak 
melaksanakan haknya dibidang perpajakan.22 
Srtuktur wajib pajak sebagai subjek hukum pajak, baik wajib 
pajak untuk pajak negara maupun wajib pajak untuk pajak daerah, 
terdiri dari:23 
- Orang pribadi. 
                                                             
22 Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2011, Kejahatan di Bidan Perpajakan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 35 
23 Muhammad Djafar Sidi, 2013, Hukum Acara Peradilan Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 4 
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- Badan yang tidak berbadan hukum. 
- Badan yang berbadan hukum perdata. 
- Badan yang berbadan hukum publik. 
 
 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Pajak Daerah Pasal 74 ayat (2) mengatur mengenai wajib 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang 
pribadi atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu hak atas 
Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
 Wajib pajak bagi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena secara nyata;24 
- Mempunyai hak atas bumi (tanah). 
- Memperoleh manfaat atas bumi(tanah). 
- Memiliki bangunan. 
- Menguasai bangunan. 
- Memperoleh manfaat bangunan. 
 
   Dengan demikian, wajib pajak bumi dan bangunan belum tentu 
pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau bandan 
                                                             
24 Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., hlm. 43 
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yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut.25 Apabila ada 
objek pajak dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
yang belum diketahui siapa subjek pajak atas objek pajak tersebut, 
pejabat pajak berwenang menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. 
Kewenangan pejabat pajak untuk menetapkan subjek pajak sebagai 
wajib pajak bertujuan agar objek pajak itu dikenakan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan. Contoh; 
- Subjek pajak bernama Ahmad yang memperoleh manfaat atau 
menggunakan bumi dan/atau bangunan milik Anto, bukan karena 
suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian. 
Maka Ahmad dapat ditetapkan sebagai wajib pajak berdasarkan 
alasan bahwa Ahmad memperoleh manfaat atas menggunakan bumi 
dan/banguan milik anto. 
- Terhadap suatu objek pajak yang masih dalam sengketa di pengadilan 
tentang siapa pemiliknya, orang atau badan yang memafaatkan bumi 
dan/atau banguna tersebut dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. 
- Subjek pajak yang yang dalam jangka waktu lama berada diluar 
wilayah letak objek pajak, sedangkan pengurusan objek pajak itu 
dikuasakan secara sah kepada orang atau badan, orang atau badan 
yang berdiri kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.26 
                                                             
25 Aji Suryo dan Valentina Sri Sumardiyanti, 2006, Perpajakan Indonesia, AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 2 
26 Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., hlm. 44 
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1. Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan  
 Dasar penagihan PBB terdiri dari tiga macam yaitu: 
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 
SPPT adalah surat yang digunakan oleh pemerintah untuk 
memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak. 
Surat pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan 
Objek Pajak (SPOP). Pajak yang terhutang harus dilunasi selambat-
lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 
- Surat Tagihan Pajak (STP) 
Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.27 STP 
dapat diterbitkan karena memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut 
apabila: 
➢ Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti 
tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 (enam) 
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 
➢ Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti 
tercantum dalam skp, yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) 
                                                             
27 Ibid., hlm. 240 
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bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh Wajib 
Pajak. 
➢ Wajib Pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat 
jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak 
dilunasi. 
Saat jatuh tempo STP adalah  satu bulan sejak diterimanya STP 
oleh Wajib Pajak. Konsekuensi jika saat jatuh tempo STP terlampaui 
adalah adanya denda administrasi dalam STP. Besarnya denda 
administrasi karena Wajib Pajak terlambat membayar pajaknya, 
melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT adalah sebesar 2% sebulan 
yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 
- Surat Ketetapan Pajak (skp) 
SKP dapat diterbitkan karena memenuhi beberapa kriteria 
sebagai berikut apabila: 
➢ Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan 
melewati 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh 
Wajib Pajak dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak 
dikembalikan oleh Wajib Pajak sebagaimana ditentukan dalam 
Surat Teguran. 
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➢ Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata 
jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak 
berdasarkan SPOP yang dikembalikan Wajib Pajak. 
Pajak Yang terutang berdasarkan skp harus dilunasi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib 
Pajak. Jadi, bila seorang Wajib Pajak menerima SKP pada tanggal 1 
Maret 2009, ia sudah harus melunasi PBB selambat-lambatnya tanggal 
31 maret 2009. Tanggal 31 Maret 2009 ini disebut juga tanggal jatuh 
tempo SKP. 
Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang penerbitannya 
disebabkan oleh pengembalian SPOP Lewat 30 (tiga puluh) hari 
setelah diterima Wajib Pajak adalah sebesar pokok pajak ditambah 
dengan denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak. 
Sedangkan jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang 
penerbitannya disebabkan oleh hasil pemeriksaan atau keterangan 
lainnya, adalah selisish dengan pajak yang terutang berdasarkan 
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SPOP ditambah denda administrasinya 25% dari selisih pajak yang 
terutang.28 
2. Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan 
 Nilai jual kena pajak adalah besaran nilai jual objek yang akan 
dimasukkan kedalam perhitungan pajak terutang. Itu berarti nilai jual kena 
pajak bagian dari nilai jual objek pajak. Nilai jual kena pajak ditetapkan 
dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi 
nasional.29 
 Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (1) UU PDRD ditetapkan paling 
tinggi 0,3% (nol koma tiga persen). 
Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 Tentang 
Pajak Daerah Pasal 75 ayat : 
(1)  Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah (NJOP). 
(2)  Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat 
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. 
                                                             
28https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb/ 
minggu 26 februari 2017 pukul 20:45 
29 Munawir, 1998, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, hlm. 261 
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(3) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Bupati. 
Peraturan daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 tahun 2015 
Tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2012 
Tentang Pajak Daerah ada dua Pasal yaitu Pasal 13 ayat (3) tentang 
pajak restoran dan Pasal 76 ayat (1) tentang pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan. Peraturan daerah Kabupaten Takalar Nomor 
08 tahun 2012 Pasal 76 ayat (1) sebelum diubah adalah tarif pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol 
koma tiga persen) dan setelah diubah yaitu tarif pajak bumi dan bangunan 
perdesaan perkotaan dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu; 
- Pasal 76 ayat (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dengan NJOP dibawah Rp 1.000.000.000,00 dikenakan 
tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen). 
- Pasal 76 ayat (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dengan NJOP Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp 
2.000.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua 
pesen). 
- Pasal 76 ayat (3) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dengan NJOP Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan Rp 
3.000.000.000,00 dikenakatan tarif sebesar 0,3% (nol koma tiga 
persen). 
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 Peraturan Daerah kabupaten Takalar Pasal 73 ayat (4) yaitu Besarnya 
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar 
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap WajIb Pajak. Cara 
menghitung besarnya PBB P2 terutang, dihitung dengan cara mengalikan 
tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak. Contoh : 
PBB P2 = Tarif x (NJOP-NJOPTKP) 
Wajib pajak A mempunyai 2 objek pajak berupa bumi dan bangunan Nilai 
Jual Objek Pajak Bumi adalah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta 
rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak bangunan adalah Rp. 210.000.000,00 
(dua ratus sepuluh juta rupiah) berapakah besarnya pajak terutang PBB 
P2 yang harus dibayarkan A ? 
Jawab 
Diketahui 
NJOP Bumi   = Rp. 700.000.000 
NJOP Bangunan  = Rp. 210.000.000 
NJOPTKP  = Rp. 10.000.000 
Tarif PBB P2  = Rp. 700.000.000 + Rp. 210.000.000 = Rp. 910.000.000 
 sesuai ketentuan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2015 tentang 
perubahan atas peraturan daerah No. 08 Tahun 2012 tentang pajak 
daerah pasal 76 ayat (1) bahwa nilai jual objek pajak bumi dan bangunan 
dibawah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikenakan tariff 0,1% 
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(nol koma satu persen), dalam kasus ini NJOP kurang dari Rp. 
1000.000.000 (satu milyar rupiah) maka dikenakan tariff 0,1% (nol koma 
satu persen) 
Besarnya pajak PBB P2 terutang = (NJOP Bumi + NJOP Bangunan – 
NJOPTKP) x 0,1% 
PBB P2 terutang = (Rp. 700.000.000 + Rp. 210.000.000 – Rp. 
10.000.000) x 0,1 % 
PBB P2 terutang = (Rp 910.000.000 - Rp. 10.000.000) x 0,1 % 
PBB P2 terutang = Rp. 900.000.000 x 0,1 % 
PBB P2 terutang = Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) 
 
 Jika pada saat utang pajak jatuh tempo dan ternyata pajak belum 
dibayar semua maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, 
untuk jumlah yang sudah jatuh tempo nya tapi belum dibayar, yang 
dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk 
jangka waktu paling lama 24 bulan.30 
Contoh : 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun pajak diterima 
oleh wajib pajak pada tanggal 1 maret 1986, dan besarnya jumlah 
pajak yang terutang adalah Rp. 100.000, pada tanggal 2 september 
                                                             
30 Bohari, op.cit., hlm. 100 
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1986 jumlah itu baru dibayar semuanya. Utang pajak itu jatuh 
temponya pada tanggal 31 Agustus 1986, enam bulan setelah Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima, jadi pebayaran 
dilakukan dua hari. Maka wajib pajak dikenakan denda administrasi 
sebesar 2%. Walaupun terlambat 1 hari atau 10 hari, denda tetap 2% 
sebulan. 
Jadi jika pajak baru dibayar pada 2 september 1986, maka yang harus 
dibayar adalah Rp. 100.000 + (2% X Rp. 100.000) = Rp. 102.000 
(seratus dua ribu rupiah) 
D. Sanksi perpajakan 
 Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diperuntukkan bagi wajib pajak 
yang melakukan pelanggaran hukum pajak baik itu berupa sanksi 
administrasi maupun sanksi pidana. Perbedaan antara sanksi administrasi 
dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. 
Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya, sedangkan 
sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberi hukuman 
berupa nestapa.31 Sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sesuatu 
yang harus ditegakkan jika dilanggar demi kepentingan hukum, karena 
hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara.  
                                                             
31 Philipus M. Hadjon dkk, 2011, Pengantar hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, hlm.247 
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 Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana 
dibidang pajak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan 
penanggulangan kejahatan terkhusus pada masalah perpajakan.32 Usaha 
penanggulangan kejahatan perpajakan dengan hukum pidana pada 
hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. 
1. Sanksi Administrasi 
 Pengenaan sanksi dalam hukum administrasi adalah langsung 
dilakukan oleh badan/pejabat pemerintah tanpa harus melalui 
pengadilan.33 Sanksi administrasi dalam hukum administrasi yang 
diterapkan adalah berupa paksaan administrasi, pengosongan secara 
paksa, bongkar paksa, penggusuran, pengenaan uang paksa dan lain-
lain dan sanksi administrasi dalam hukum pajak hanya terbagi atas 
tiga yaitu berupa sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. 
Sanksi administrasi dalam pajak bumi dan bangunan adalah sanksi 
yang berkaitan tidak memenuhi kewajiban undang-undang.34 
 Hukum pajak memuat instrumen hukum berupa sanksi 
administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas 
mengola pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang 
                                                             
32 Insan Anshari Al Aspary, 2012, Tindak Pidana Perpajakan,  Strafrecht Studie Center, Depok, hlm. 9 
33 Philipus M. Hadjon dkk, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, hlm. 8 
34 Eny Supriapti dan Setu Setyawan, 2004, Perpajakan, Bayu Media, Malang, hlm. 297 
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tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam 
UU KUP dan UU PDRD. 
 Dalam hukum pajak, Sanksi administrasi adalah sebagai upaya 
untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang 
terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan.35 
Sekalipun sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib 
pajak, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak 
daerah tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya, agar tidak 
terjadi perbuatan melanggar hukum pajak.  
a. Jenis-jenis Sanksi Administrasi Perpajakan 
- Sanksi administrasi berupa bunga  
 Sanksi administrasi berupa bunga merupakan salah satu jenis 
sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala 
melakukan pelangaran hukum pajak yang terkait dengan 
pelaksanaan kewajibannya.36 Kewajiban wajib pajak yang terkait 
dengan sanksi administrasi berupa bunga adalahpembayaran secara 
lunas pajak dalam jangka waktu ditentukan sebagaimana yang 
tercantum dalam dasar penagihan pajak. 
                                                             
35Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., hlm. 15  
36 Ibid., hlm. 250 
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 Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi tiga 
yaitu bunga pembayaran karena melakukan pembayaran pajak tidak 
pada waktunya, bunga penagihan karena pembayaran pajak yang 
ditagih dengan surat tagihan, dan bunga ketetapan karena bunga 
yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok 
pajak.37 
 Sebagai contoh sanksi administrasi berupa bunga adalah 
Dalam pasal 100 ayat (2) UU PDRD bahwa jumlah kekurangan pajak 
daerah yang terutang dalam surat tagihan pajak daerah dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan 
untuk paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak daerah. 
Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam surat tagihan 
pajak daerah apabila pajak daerah dalam tahun berjalan tidak atau 
kurang dibayar, atau dari hasil penelitian surat pemberitahuan pajak 
daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis 
dan atau salah hitung. Sanksi berupa bunga sebesar dua persen 
tersebut, wajib dibayar lunas bersama dengan jumlah kekurangan 
pajak daerah yang terutang dalam jangka waktu yang ditentukan 
dalam surat tagihan pajak.38 
                                                             
37 Mardiasmo, 2004, Perpajakan, Andi offset, Yogyakarta, hlm. 41 
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- Sanksi administrasi berupa denda 
 Pengenaan sanksi administrasi berupa denda ini dilakukan oleh 
pejabat pajak yang bertugas mengola pajak pusat dan pajak daerah 
dalam rangka menegakkan hukum. Sanksi administrasi berupa 
denda diterapkan pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, 
pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah seperti pajak 
kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan 
hak atas tanah dan bangunan.39 
-    Sanksi adminstrasi berupa kenaikan  
 Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju 
kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak yang 
terutang. Pada hakikatnya, saksi administrasi berupa kenaikan 
bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan 
penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara.40 
Sebagai contoh sanksi administrasi berupa kenaikan adalah wajib 
pajak dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar dua ratus persen 
                                                             
39 Ibid., hlm. 256 
40 Ibid., hlm. 258 
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dari jumlah pajak penghasilan  atau jumlah pajak pertambahan nilai 
dan penjualan atas barang mewah yang kurang dibayar yang 
ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar 
sebagaimana dimaksud  dalam pasal 13A UU KUP. Kealpaan yang 
pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dapat menimbulkan kerugian 
pada pendapatan negara yang tertuju pada 
➢ Tidak menyampaikan surat pemberitahuan 
➢ Menyampaikan surat pemberitahuan tapi isinya tidak benar 
➢ Menyampaikan surat pemberitahuan tapi isinya tidak lengkap 
➢ Melampirkan keterangan yang isinya tidak benar  
2. Sanksi Pidana 
 sanksi pidana diberlakukan jika terdapat suatu tindak pidana. 
Pembagian tindak pidana dalam KUHP terdiri atas kejahatan dan 
pelanggaran.41  Ada beberapa pengertian tentang tindak pidana yaitu : 
- tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan perbuatan 
yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang 
disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa-siapa yang 
melakukan berbuatan yang dilarang tersebut.42 Pengertian ini 
                                                             
41 Leden Marpaung, 2010, tindak pidana terhadap kehormatan ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4 
42 Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indinesia, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 19  
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bermakna luas karena menyangkut siapa saja yang melakukan 
tindak pidana akan di ancam dengan suatu pidana yang 
terdapat dalam perundang-undangan. 
- Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan 
merupakan “subjek” tindak pidana.43 Dalam pengertian ini lebih 
rincih menekankan tentang subjek hukum pidananya. Berbicara 
tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya adalah 
diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak 
pidana. 
 Berdasarkan beberapa pandangan diatas mengenai apa yang 
dimaksud tindak pidana maka menurut penulis yang dimaksud dengan 
tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang dapat 
dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan 
kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut 
dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus, serta pihak ke 
tiga. 
 Dalam hukum pidana pajak mengatur tentang upaya-upaya 
perlawanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh fiskus serta pihak ketiga yang 
                                                             
43 Wirjono Prodjodikoro,  2011, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung hlm. 59 
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dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dibidang perpajakan beserta ancaman sanksi 
pidana dan prosedur penegakannya. Sanksi pidana dalam hukum 
pidana perpajakan biasanya berupa pidana penjara dan pidana denda. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
  Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 
sosiologis (sosiology legal approach) mengingat yang diteliti adalah 
penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan. Yuridis artinya dalam penelitian ini menekankan 
pada peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai 
dasar hukum dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang 
terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan sosiologis disini 
berarti dalam penelitian ini menekankan pada gejala-gejala hukum yang 
terjadi dimasyarakat berkaitan dengan pelaksanaan penerapan sanksi 
administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak Bumi dan 
Bangunan.44 
B. Lokasi Penelitian  
 Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah di Kabupaten Takalar dengan sasaran penelitian 
bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.  
 Alasan penulis memilih tempat tersebut karena Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan Pajak Daerah 
                                                             
44 Suratman, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm. 88 
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Kabupaten/kota dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Takalar.  
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan 
subjek yang mempunyai kualitas dan karasteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik untuk 
kesimpulan. 
 Dalam peneltian ini, populasinya adalah Pegawai Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dan Wajib Pajak 
Bumi dan Bangunan Kabupaten Takalar. 
2. Sampel 
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karesteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 9 orang. 3 
(tiga) orang Pegawai BPKD dan 6 (orang) Wajib Pajak Bumi dan 
Bangunan). 
D. Jenis dan Sumber Data  
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu:  
1. Data Primer  
 Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung kepada pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini 
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yaitu pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dan 
pihak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Takalar.  
 
2. Data Sekunder  
 Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai 
hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini, 
yaitu mengenai pajak bumi dan bangunan. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data  
 Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di 
masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di 
pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa : 
1. Penelitian Pustaka (library research)  
 Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca 
berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literature lainnya yang 
mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.  
 
2. Penelitian Lapangan (field research)  
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 Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara 
berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan 
teknik Interview (wawancara) yakni penelitian melakukan tanya jawab secara 
langsung kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Takalar guna memperoleh data yang akurat serta melakukan wawancara 
kepada beberapa wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar. 
Pertanyaan dalam wawancara adalah mengenai penerapan sanksi 
administratif bagi wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten Takalar serta 
Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan sanksi admistratif 
bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di 
Kabupaten Takalar. 
 
F.  Analisis Data  
 Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang 
diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan 
atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-
keterangan dari pihah-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian 
ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterprestasikan guna memberikan 
gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Keadaan geografis 
 Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang terletak antara 
503’ – 5038 Lintang Selatan dan 119022’ Bujur Timur. Di sebelah Timur  
secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di 
sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah 
Barat dan Selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores. Luas 
wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km2 terdiri dari 9 kecamatan dan 
100 wilayah desa/kelurahan. Jarak ibukota kabupaten dengan ibukota 
Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa. 
Gambar 1.  luas wilayah Kabupaten Takalar 
 
 
Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2014 
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2. Pemerintahan 
 Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 76 desa dan 
24 kelurahan. Terdapat 43 Kantor jabatan/instansi. Lembaga legislatif, DPRD 
Kabupaten Takalar beranggotakan 30 orang. 
Gambar 2.  jumlah desa dan kelurahan  
 
 
Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2014 
 
 
Wilayah administrasi Kabupaten Takalar hingga tahun 2006 terdiri atas 7 
kecamatan, dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 
kecamatan. Dua wilayah kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan 
Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakkasunggu, dan 
Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari Kecamatan Galesong Utara dan 
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Galesong Selatan. Sumber data dari BPS Kabupaten Takalar, menunjukkan 
wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan 
luas kurang lebih 212,25 Km2, atau sekitar 37,47% dari luaswilayah 
Kabupaten Takalar, sedangkan kecamatan yang memiliki luasan terkecil 
adalah Kecamatan Galesong Utara dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 
Km2 atau sekitar 2,67% dari luas Kabupaten Takalar. Secara rinci luas 
masing-masing kecamatan di Kabupaten Takalar. 
 
3. Keadaan Penduduk 
 Penduduk kabupaten Takalar berdasarkan hasil perhitungan dana 
alokasi umum berjumlah 280.600 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan, dengan 
jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Polobangkang Utara yakni 
47.693 jiwa. Rasio jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih 
banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki – laki per kabupaten, 
dimana 134.800 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 145.800 jiwa berjenis 
kelamin perempuan. Dengan angka rasio jenis kelamin 92.45 (93), dapat 
diartikan bahwa setiap 100 orang berjenis kelamin perempuan terdapat 93 
jenis kelamin laki – laki. Kepadatan penduduk di kabupaten Takalar pada 
tahun 2013 mencapai 495 jiwa/km2. Kecamatan dengan kepadatan 
penduduk tertinggi berada di kecamatan Galesong Utara, dengan tingkat 
kepadatan mencapai 2.477 jiwa/km2, dan kecamatan Polombangkeng Utara 
dengan angka 225 jiwa/km2. 
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B.   Gambaran Umum Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Takalar 
 Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014, 2015 dan 2016  dipungut 
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sesuai Peraturan Bupati 
Nomor 32 Tahun 2014 Tentang tugas dan fungsi jabatan struktural pada 
dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Takalar pada saat itu terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 
1(satu) orang sekretaris dinas, yang membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu : 
Sub bagian umum dan kepegawaian, Sub bagian keuangan, Sub bagian 
program. Dinas pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) bidang, yakni : Bidang 
perencanaan pendapatan daerah, bidang pajak daerah dan perimbangan 
keuangan, bidang retribusi daerah dan pengelolaan data. Sedangkan seksi – 
seksi terdiri dari 6 (enam) seksi, masing – masing : 
1. Seksi perencanaan, evaluasi dan pelaporan 
2. Seksi hukum dan pembinaan teknis pengelolaan pendapatan 
3. Seksi pajak daerah 
4. Seksi perimbangan keuangan 
5. Seksi retribusi daerah dan pendapatan daerah 
6. Seksi pengelolaan data dan pelaporan 
 Tetapi dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Pajak Bumi 
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dan Bangunan yang sebelumnya dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Takalar sekarang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Takalar. 
1. Kedudukan 
 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah unsur penunjang 
urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 
2. Susunan Organisasi 
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
 1. Subbagian Perencanaan; 
 2. Subbagian Keuangan; 
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; 
 1. Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
 2. Subbidang Hukum dan Pembinaan Teknis Pengelolaan 
Pendapatan. 
d. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah; 
 1. Subbidang Pajak Daerah; 
 2. Subbidang Retribusi Daerah. 
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e. Bidang Anggaran; 
1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 
2. Subbidang Otoritas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dan Pembiayaan. 
f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 
 1. Subbidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan; 
 2. Subbidang Perbendaharaan. 
g. Bidang Aset; 
 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset; 
 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset. 
h. UPTB; 
i. Jabatan Fungsional. 
C. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Takalar  
 Dari hasil wawancara dengan Ibu Ratih Purwali, selaku staf  
Subbidang Pajak Daerah mengatakan bahwa : 
 “Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat membayar 
pajak bumi dan bangunannya adalah dikenakan denda 2% dari jumlah 
pajak yang terutang setiap bulannya dan paling banyak 24 bulan. 
sanksi ini tetap diberlakukan dan berjalan dengan baik”.45 
 
                                                             
45 Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2017. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
penerapan sanksi administrasi telah diterapkan bagi wajib pajak yang 
terutang pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 2% perbulan setelah 
jatuh tempo dan maksimal 24 bulan. 
  Dari hasil wawancara dengan Ibu Arvina, selaku staf  Subbidang Pajak 
Daerah mengatakan bahwa : 
 “Jika pajak bumi dan bangunan tidak dilunasi tepat pada waktunya, 
maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari 
jumlah pajak yang terutang setiap bulannya dan paling banyak 24 
bulan, jadi jika wajib pajak memiliki utang pajak bumi dan bangunan 
yang tidak dilunasi dalam waktu 3 tahun maka sanksi yang 
diberlakukan hanya terhitung 2 tahun saja dan bukan tiga tahun”.46 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa utang pajak 
bumi dan bangunan yang tidak dibayarkan lebih dari dua tahun, sanksi 
yang didapatkannya hanya terhitung 2 (dua) tahun saja atau denda paling 
banyak adalah 48% dari pajak yang terutang. 
 Dari hasil wawancara dengan Ibu Irmawati, selaku staf  Subbidang 
Pajak Daerah mengatakan bahwa : 
 “Pajak bumi dan bangunan yang tidak dibayarkan tepat pada 
waktunya tetap akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan 
yang ada yaitu denda 2% setiap bulan dan paling banyak 24 bulan”.47 
 
  Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa aturan 
tentang penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak bumi dan 
                                                             
46 Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2017 
47 Hasil wawancara pada tanggal 4 April 2017 
51 
 
bangunan yang terutang membayar pajaknya setelah jatuh tempo tetap 
diberlakukan sesuai aturan yang berlaku. 
 Merujuk ketentuan yang tertuang pada Pasal 11 ayat (4) dan 
Pasal 12 UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor: 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam PMK itu disebutkan, 
Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal terdapat PBB terutang dalam 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak 
(SKP) PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2) “STP PBB memuat PBB atau 
yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi 
sebesar 2% (dua persen) perbulan dari PBB yang tidak atau kurang 
dibayar”. Denda administrasi sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, 
dihitung dari saat jatuh tempo sampai tanggal pembayaran untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
 Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penerapan 
sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak 
bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar dapat berjalan dengan baik 
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dan sesuai prosedur, sanksi administrasi yang diberikan berupa denda 
sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak melunasi 
utang pajak pada saat jatuh tempo dan paling banyak 24 bulan atau 
sanksi paling banyak adalah 48%. 
Tabel 1. Informasi SPPT  
Tahun SPPT di Terbitkan SPPT di Lunasi SPPT Belum Lunas 
2014 165.016 99.189 65.827 
2015 165.694 117.310 48.384 
2016 166.933 107.596 59.337 
 
 Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa SPPT yang menunggak pada 
tahun 2014 adalah 65.827  tahun 2015 adalah 48.384 dan tahun 2016 
adalah 59.337, itu artinya jika wajib pajak bumi dan bangunan yang 
menunggak pada tahun 2014, 2015, dan 2016 ingin melunasi utang 
pajak bumi dan bangunannya maka wajib pajak tersebut akan dikenakan 
sanksi administratif berupa denda sebesar 2% setiap bulan dan paling 
banyak 24 bulan atau paling banyak bunganya adalah 48% dari utang 
pajaknya. 
D. Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Penerapan Sanksi 
Admistratif Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi 
Dan Bangunan di Kabupaten Takalar 
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 Dari hasil wawancara dengan Ibu Ratih Purwali, selaku staf  
Subbidang Pajak Daerah mengatakan bahwa : 
  “Ada sebagian kecil wajib pajak yang mengetahui dirinya terlambat 
membayar pajak tetapi mereka tidak mau untuk membayar denda 
dengan alasan mereka terlambat membayar pajak dikarenakan 
kesulitan ekonomi.”48 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat 
beberapa wajib pajak yang tidak mau membayar denda atas utang 
pajaknya. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan penjelasan kepada 
wajib pajak tentang denda yang harus dia bayar sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor: 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 3 ayat (1) dan (2) 
yang menjelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan yang yang tidak 
dilunasi setelah jatuh tempo maka akan diberikan sanksi adminstrasi 
berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dan paling banyak 24 bulan. 
 Dari hasil wawancara dengan Ibu Arvina, selaku staf  Subbidang Pajak 
Daerah mengatakan bahwa : 
   “Penerapan sanksi bagi wajib pajak dapat diterapkan dengan 
baik akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, 
Yaitu  ada sebagian kecil wajib pajak meminta pengurangan 
pembayaran pajak dengan alasan sawah-sawah di desanya gagal 
panen karena curah hujan yang tidak menentu serta ada juga yang 
terkena hama".49 
 
                                                             
48 Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2017 
49 Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2017 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa 
wajib pajak yang meminta pengurangan pembayaran pajak bumi dan 
bangunannya dengan alasan sawah-sawah di desanya gagal panen 
karena curah hujan yang tidak menentu serta ada juga yang terserang 
hama. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pengurangan 
pembayaran pajak dengan catatan sawah yang dianggap gagal panen 
akibat curah hujan yang tidak menentu dan atau terserang hama harus 
ditinjau langsung kelokasi agar terjadi transparansi antara wajib pajak dan 
pemungut pajak karena pengurangan pajak memang sudah diatur dalam 
Peraturan Bupati Takalar Nomor 51 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 38 ayat (3) 
yaitu objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar 
biasa meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan 
angin topan, tanah longsor, kebakaran wabah penyakit tanaman dan atau 
wabah hama tanaman dapat diberikan pengurangan pajak. 
 
 Dari hasil wawancara dengan Ibu Irmawati, selaku staf  Subbidang 
Pajak Daerah mengatakan bahwa : 
 “Faktor yang menghambat penerapan sanksi administrasi adalah 
terkadang wajib pajak protes karena tidak merasa terlambat dan tidak 
mengetahui jika mereka wajib diberikan denda sebesar 2% setiap 
bulannya, meskipun pada akhirnya mereka akan membayar pajak 
besarta dengan dendanya juga”.50 
 
                                                             
50 Hasil wawancara pada tanggal 4 April 2017 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
terkadang wajib pajak protes merasa dirinya tidak terlambat membayar 
pajak dan tidak tahu menahu tentang denda yang akan didapat jika 
terlambat membayar pajak. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan 
penjelasan langsung kepada wajib pajak tentang kapan waktu jatuh 
tempo pembayaran serta denda yang akan didapatkan jika terlambat 
membayar pajak karena hal ini sudah tertera di SPPT setiap wajib pajak. 
 
 Dari hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri, selaku wajib pajak 
bumi dan bangunan mengatakan bahwa : 
 “Saya tidak tau kapan batas waktu pembayaran pajak bumi dan 
bangunan dan tidak ada yang memberi tahu saya kapan batas waktu 
untuk membayar sebelum diberikan denda jadi saya bertanya dulu ke 
pegawai kenapa ada denda kalau saya terlambat bayar pajak”.51 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bapak 
Hasan Basri tidak tahu kapan waktu jatuh tempo pembayaran pajak dan 
tidak tahu soal denda yang akan didapat jika wajib pajak terlambat 
membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat diatasi dengan 
melihat SPPT karena jatuh tempo pembayaran pajak dan sanksi 
administrasi berupa denda  itu terdapat didalam SPPT wajib pajak 
 
 Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Samad, selaku wajib pajak 
bumi dan bangunan mengatakan bahwa : 
                                                             
51 Hasil wawancara pada tanggal 4 April 2017 
56 
 
 “Saya terlambat membayar pajak bumi dan bangunan karena 
kesulitan ekonomi, saya juga sudah tua dan sering sakit-sakitan. 
kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga saya harus saya dahulukan 
karena saya adalah tulang punggung keluarga”.52 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak 
Abdul Samad terlambat membayar pajak bumi dan bangunan karena 
kesulitan ekonomi. Hal ini dapat diatasai dengan kesadaran wajib pajak 
bisa memenejemeni keuangannya sendiri agar tepat waktu membayar 
pajak bumi dan bangunan supaya  tidak diberi sanksi administrasi berupa 
denda tersebut. 
 Dari hasil wawancara dengan Bapak Rajab, selaku wajib pajak bumi 
dan bangunan mengatakan bahwa : 
 “Sudah satu setengah tahun saya tidak bayar pajak bumi dan 
bangunan karena  sawah yang saya tanami padi gagal panen, hari ini 
saya datang membayar pajak karena sudah dapat kiriman uang dari 
anak saya yang kerja sebagai pelayaran”.53 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak 
Rajab terlambat membayar pajak bumi dan bangunan karena sawah yang 
dia Tanami mengalami gagal panen. Hal ini dapat diatasi dengan 
memberikan pengurangan pembayaran pajak kepada Bapak Rajab jika 
benar sawahnya gagal panen karena kekeringan atau terserang hama 
tanaman. 
 
                                                             
52 Hasil wawancara pada tanggal 11 April 2017 
53 Hasil wawancara pada tanggal 11 April 2017 
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  Dari hasil wawancara dengan Bapak Indar Tarru, selaku wajib pajak 
bumi dan bangunan mengatakan bahwa : 
 “Saya tau kalau saya terlambat membayar pajak bumi dan bangunan 
selama dua bulan tapi tidak apa-apa kalau saya terlambat, karena 
denda yang harus saya bayar cuma sedikit”.54 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak 
Indar Tarru mengetahui dirinya terlambat membayar pajak dan tahu 
bahwa dia akan diberikan denda jika dirinya terlambat membayar pajak. 
Hal ini dapat diatasi dengan memberikan penjelasan kepada wajib pajak 
agar tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunannya karena 
sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari pajak bumi dan 
bangunan. 
 Dari hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Sila, selaku wajib pajak 
bumi dan bangunan mengatakan bahwa : 
 “Saya  malas untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena 
menurut saya pajak bumi dan bangunan itu tidak menguntungkan 
untuk saya, dan hanya menguntungkan pihak pemerintah, hari ini saya 
mau bayar karena tanah dan rumah saya mau di jual”.55 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak 
Ridwan Sila terlambat membayar pajak bumi dan bangunan karena dia 
menganggap pembayaran pajak bumi dan bangunannya sama sekali 
tidak menguntungkan bagi dirinya dan hanya menguntungkan pihak 
pemerintah. Hal ini dapat diatasi dengan sering memberikan sosialisasi 
                                                             
54 Hasil wawancara pada tanggal 12 April 2017 
55 Hasil wawancara pada tanggal 12 April 2017 
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kepada wajib pajak dan memberikan pemahaman yang baik tentang 
pentingnya pembayaran pajak untuk kemajuan daerah kabupaten 
khususnya Kabupaten Takalar. 
 
 Dari hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin Imba, selaku wajib 
pajak bumi dan bangunan mengatakan bahwa : 
 “Hampir 3 tahun saya tidak bayar pajak bumi dan bangunan, saya 
datang ke BPKD untuk menanyakan berapa jumlah pajak dan denda 
yang harus saya bayar. Selama ini saya tidak bayar pajak bukan 
karena saya tidak punya uang tetapi saya malas dan tidak pernah 
berfikir untuk membayar pajak”.56 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak 
Amiruddin Imba terlambat membayar pajak bumi dan bangunan bukan 
karena tidak punya uang tetapi dia malas dan tidak pernah berfikir untuk 
membayar pajak. Hal ini dapat diatasi dengan sering memberikan 
sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bumi 
dan bangunan serta manfaat yang akan didapat jika membayar pajak 
bumi dan bangunan tepat pada waktunya. 
 Faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi 
wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Takalar. Adalah sebagai 
berikut : 
1. Faktor Ekonomi. 
                                                             
56 Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2017 
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 Wajib pajak tidak mau untuk membayar denda sebesar 2% di 
karenakan kesulitan ekonomi. Kebanyakan dari mereka berpikir dari 
pada membayar denda lebih baik untuk mencukupi kebutuhan hidup 
yang semakin mahal. 
2. Faktor  Sosialisasi. 
 Wajib Pajak tidak mengetahui adanya pengenaan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2 % atas keterlambatan 
pembayaran pajak dikarenakan tidak ada pemberitahuan dari petugas 
pajak atau kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak 
bumi dan bangunan serta sanksi yang akan diterima jika wajib pajak 
tidak atau terlambat membayar pajak tepat pada waktunya. 
3. Faktor  Kegagalan Panen. 
 Wajib Pajak banyak yang belum membayar pajak di karenakan 
penghasilan mereka sebagian besar berasal dari hasil pertanian, 
itupun tergantung musim. Kalau curah hujan tidak menentu bisa 
membuat tanamannya mati, atau jika terserang hama juga bisa 
membuat tanamannya rusak. Maka dari itu banyak warga desa yang 
tidak mengutamakan membayar pajak, lagi pula jika mereka 
membayar pajak mereka tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dari Pemerintah. 
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   Pada umumnya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administartif  bagi wajib 
pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar adalah : 
1. Wajib pajak tidak merasa terlambat dan tidak mengetahui jika mereka 
wajib diberikan denda sebesar 2% sehingga upaya yang dapat 
dilakukan untuk memberikan solusi mengenai permasalahan ini adalah 
perlu adanya sosialisasi dan  penyampaian informasi yang jelas 
kepada para wajib pajak baik melalui BPKD maupun kepala desa atau 
kelurahan yang bertujuan agar wajib pajak lebih mengetahui dan 
memahami hak dan kewajibannya. 
2.  Wajib pajak mengetahui adanya keterlambatan pembayaran pajak 
tetapi mereka tidak mau untuk membayar denda sebesar 2% dengan 
alasan mereka terlambat membayar pajak dikarenakan kesulitan 
ekonomi, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
hambatan ini adalah dengan memeriksa kondisi wajib pajak secara 
langsung di lapangan dan juga memberikan pemahaman dan 
informasi yang jelas mengenai sanksi administratif dan kewajiban 
menjadi wajib pajak. 
3. Wajib pajak terlambat  membayar  pajak karena  sawah-sawah di 
desanya gagal panen karena curah hujan yang tidak menentu dan 
ada juga yang terserang  hama. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi hambatan ini adalah dengan memeriksa kondisi wajib 
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pajak secara langsung di lapangan dan memberikan informasi yang 
jelas mengenai prosedur  pengajuan pengurangan pembayaran pajak 
yang diakibatkan musibah yang menimpa wajib pajak.   
   Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 
hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi antara lain adalah 
kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap adanya penerapan sanksi 
dan kekurang kedisiplinan wajib pajak dalam kewajibannya membayar 
pajak dengan tepat waktu selain itu adanya faktor ekonomi, faktor 
kegagalan panen, dan faktor kurangnya sosialisasi tentang pentingnya 
membayar pajak bumi dan bangunan yang dapat mengakibatkan wajib   
pajak terlambat dalam membayar pajak. Penegakan hukum di bidang 
perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk 
menjamin supaya wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai wajib 
pajak. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi 
administrasi akibat  keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak 
berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
1. penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat 
membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar dapat 
berjalan dengan baik dan sesuai prosedur sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor: 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara 
Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 3 
ayat (1) dan (2) yang mengatur sanksi administrasi perpajakan yang 
dikenakan kepada wajib pajak yang pada saat jatuh tempo 
pembayaran tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar 
terhadap  utang pajaknya. Sanksi administrasi perpajakan tersebut 
berupa denda sebesar 2% (dua persen). Sanksi administrasi berupa 
denda, dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan 
bagian dari bulan dihitung satu bulan yang dihitung dari saat jatuh 
tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan atau sanksi paling banyak adalah 
48% dari jumlah pajak yang terutang. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi 
administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi 
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dan bangunan adalah faktor ekonomi, faktor sosialisasi, dan faktor 
kegagalan panen. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,adapun saran yang 
ingin penulis sampaikan adalah : 
1. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan para pegawai Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dapat memberikan 
pelayanan dan informasi yang terbaik bagi wajib pajak yang 
berhubungan dengan pembayaran dan sanksi administrasi bagi wajib 
pajak yang terlambat membayar pajak agar wajib pajak dapat 
mengetahui proses dan kewajibannya sebagai wajib pajak. 
2. Guna menghadapi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam 
pelaksanaan penerpan sanksi administrasi di Kantor Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, diharapkan para 
pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  harus benar-
benar dibekali dengan ilmu mengenai perpajakan agar dapat 
menyelesaikan berbagai macam hambatan yang ada. 
3. Dalam menjalankan kewajibanya diharapkan wajib pajak mempunyai 
kesadaran membayar pajak tepat waktu. Karena itu akan bermanfaat 
juga buat wajib pajak. Dengan pembayaran yang tepat waktu, maka 
pendapatan Daerah yang berasal dari pajak juga akan tepat dan 
pembagunan didaerahpun juga akan lancar. 
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4. Guna menghadapi hambatan-hambatan yang dikarenakan kesulitan 
ekonomi, diharapkan wajib pajak mempunyai kesadaran buat 
memenejemeni keuangannya sendiri. Dengan adanya menejemen 
keuangan yang baik maka pengeluaran atas kebutuhan wajib pajak 
juga akan membaik. 
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ABSTRAK 
 Muhammad Zafrullah (B11113029), dengan judul Penerapan 
Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Takalar  (Dibimbing oleh Abdul Razak selaku pembimbing I 
dan Zulkifli Aspan selaku pembimbing II) 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan 
sanksi administratif bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten 
Takalar. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang 
menghambat dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang 
terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar. 
 Penelitian ini dilakukakan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Takalar. Tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan 
menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik 
itu data primer ataupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis data. 
Kemudian data dianilisis dengan menggunakan metode kualitatif yang 
hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi administratif 
bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar sudah berjalan 
dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi 
administratif bagi wajib yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan 
di Kabupaten Takalar adalah faktor ekonomi, faktor sosialisasi, dan faktor 
kegagalan panen. 
 
(kata kunci : sanksi administratif, wajib pajak, pajak bumi dan 
bangunan) 
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